WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR %4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4), Pasal
46, Pasal 61 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan
Penagihan Pajak Dacrah, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa;

L.

Undang-Undang Nomor 9  Tahun 1956  tentang
Pembentukan Daecrah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemcrintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
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Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari
Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4050};

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang
Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama
Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 550);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Padang Nomor 29);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran (Lembaran Derah Kota Padang
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Padang Nomor 30};

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Derah Kota Padang
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Padang Nomor 31);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Derah Kota Padang Tahun 2011
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor
34);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Derah Kota Padang Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang
Nomor 35), sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Dacrah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Derah Kota
Padang Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Padang Nomor 49);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018
tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan
Penagihan Pajak Daerah (Lembaran Derah Kota Padang
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Padang Nomor 99).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENAGIHAN

PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kota Padang.

Pemerintah  Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

Walikota adalah Walikota Kota Padang.

Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan
Pendapatan Daerah Kota Padang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan
adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
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Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan.

Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang
meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa,
penyitaan dan penyanderaan.

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan pajak atau surat scjenisnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur,
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan  sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Surat Penentuan Harga Limit adalah tafsiran harga barang sitaan yang
dikeluarkan Kepala Badan.

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat
yang diterbitkan oleh Kepala Badan untuk memperingatkan kepada Wajib
Pajak agar melunasi utang pajaknya.

Penagihan Scketika dan Seckaligus adalah tindakan penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada penanggung pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang
pajak, dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa
Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang
Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak
menurut peraturan perundang- undangan.

Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Wajib Pajak
dan/ atau Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar
terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain
penambahan jumlah dan nilai.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,
bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada
waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau
dengan pemindahbukuan.

Obligasi adalah surat utang yang pembayaran bunganya dihitung dengan
persentase tertentu atas nilai nominal dan dibayarkan secara berkala.
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Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan
terbatas dengan manfaat yang dapat diperoleh berupa deviden yaitu bagian
dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham.

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain
yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen,
bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang
rekening yang menjadi nasabahnya.

Rekening Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat
berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan
kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari
Efek.

Objek Sita adalah barang Wajib Pajak dan /atau Penanggung Pajak yang dapat
dijadikan jaminan utang pajak.

Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah.

Jasa penilai adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan
pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesual
dengan Standar Penilaian Indonesia.

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan
nasabah, yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada penerima
jaminan (pihak ketiga) bahwa bank akan memenuhi kewajiban nasabah kepada
penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah wanprestasi (tidak memenuhi
kewajiban) kepada penerima jaminan (pihak ketiga), sesuai yang telah
diperjanjikan.

Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran
harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau
calon pembeli.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara
lelang.

Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh
Kepala Badan Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak
dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara
Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Wajib Pgjak
dan/atau Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya untuk membantu
atau melaksanakan sebagian tugas Camat untuk dalam urusan otonomi
daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah
bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditctapkan oleh
Pemerintah Desa atau Lurah.
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Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam
rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Desa atau Lurah.

Hari adalah hari kalender.

Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan adalah Kepala Bidang Penagihan
dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan adalah Kepala Bidang Pengendalian
dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Dacrah Kota Padang.

BAB II
JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari:

ST TR D0 20 o

pajak reklame;

pajak air tanah; dan

PBB-P2.

pajak hotel;

pajak restoran;

pajak hiburan;

pajak penerangan jalan;

pajak mineral bukan logam dan batuan;
pajak parkir;

pajak sarang burung walet; dan
BPHTB.

BAB 111
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 3
(1) Untuk melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa Kepala Badan
menerbitkan :
a. surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
c. surat paksa;
d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
e. surat pencabutan sita;
f. pengumuman lelang;
g. surat penentuan harga limit;
h. pembatalan lelang; dan/atau

i. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

(2) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
a. surat himbauan;

b. penempelan stiker; dan/atau

c. pemasangan plang.

Pasal 4

(1) Kepala Badan melaksanakan penagihan pajak dalam hal pajak yang terutang

sebagaimana tercantum dalam:
a. SPPT;

b. SKPD;

c. SKPDKB;

d. SKPDKBT;
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STPD;

Surat Keputusan Pembetulan;

Surat Keputusan Keberatan;

Putusan Banding; atau
i. Putusan Peninjauan Kembali.
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan
dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterima.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, atau
SKPDKBT, maka atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak
atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tertangguh sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

oo

Bagian Kedua
Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 5

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sckaligus, tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam
hal:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indoncsia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan
badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya,
atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Kepala
Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran,

c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat
Teguran tertulis diterbitkan; atau

d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

(3) Surat Perintah Penagihan Scketika dan Sekaligus yang diterbitkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat :

a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. besarnya utang pajak,

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan pajak.

(4) Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Seckaligus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Bagian Ketiga
Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Teguran

Pasal 6

(1) Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat
Teguran Tertulis atau Surat lain yang sejenis oleh Kepala Badan.

(2} Surat Teguran Tertulis atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah
disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

(3) Surat Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Surat Teguran tertulis Pertama diterbitkan jika pajak yang terutang tidak
dibayar dan dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran dan wajib pajak wajib membayar dan melunasi
utang pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 hari.

b. Surat Teguran tertulis Kedua diterbitkan jika pajak yang terutang tidak
dibayar dan dilunasi dalam jangka waktu paling lama 5 hari sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan wajib pajak wajib membayar dan melunasi
utang pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 hari.

c. Surat Teguran tertulis Ketiga diterbitkan jika pajak yang terutang tidak
dibayar dan dilunasi dalam jangka waktu paling lama 3 hari sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan wajib pajak wajib membayar dan melunasi
utang pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 hari.

(4) Penyampaian Surat Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dilakukan :

a. secara langsung;

b. melalui pos; atau

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat.

(5) Surat Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
memuat :

a. nama wajib pajak atau penanggung pajak;

b. besarnya utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. jangka waktu pelunasan utang pajak.

(6) Rancangan Surat Teguran Tertulis atau Surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kepala Bidang Penagihan dan
Pemeriksaan.

(7) Bentuk Surat Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Paksa

Pasal 7

(1) Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Badan.

(2) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Surat Paksa paling kurang harus memuat :

a. nama Penanggung Pajak;
b. dasar penagihan;

c. besarnya utang pajak; dan
d. perintah untuk membayar






